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B[P—\Tl MUARA F\I\I

Menimbang

Menaingat

I{I:FUTUSAH BLIF'ATI MUARA EMIM
NOMOR : TAHUN 2003

-

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN LEMBAGA-LEMBAGA PELATIHAN
KERJA SWASTA DAN 1ZIN PELATIHAN KERJA OLEH PERUSAHAAN

a,

DALAM KABUPATEN MUARA ENIM
BUPATI MUARA ENIM,

pahwa  dengan telah  ditetapkannya  Perzsturan Daerah
Kabupaten Muzra Enim MNomor 24 Tahun 2001 tentang
Pevizinan Ketenagakerjaan, maka dalam rangka pembinaan dan
pangawasan terhadap Lembaga-lembaga Latihan Karja Swasta
dan Latihan Kerja vang dikelola oleh Perusahaan;

. bahwa sesuai Bab IV Pasal 5 ayat ( 2 ) Peraturan Daerah

Kabupaten Muara Enim Momor 24 Tahun 20010 tata cara dan
syarat-syarat perizinan diatur lebih lanjut oleh Bupat;

babwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud  horuf
2 dan b diatas porie ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara
Enim tentang tata cara perizinan lembaga-lembaga Felatihan
kerja swasta dare izin pelatihan kerja olenh Perusahaan dalam
Kabupaten Muara Emim,

Undang-undarc MNomor 28 Tahun 1959 tentang Pembenltukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan | Lembaran
Megara RI Tahun 155% Momor 73, Tambahan Lembaran Megara
Momar 1821 );

Undang-undzang Momor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok
Ketenaga kerjaan (Lembaran Megara RI Momor 55 Tahun 15965
tambahan Lembaran Megara Momor 29125

Undang-undang Momor 8 Tahun 1981 tentang Huknm  Acara
Pidana {Lembaran Megara RI Tahun 1981 ®Momor 79,
tamhahan Lembaran Negarza Momor 3258%;

Undang-undang Momor 22 Tahun 1889 tentang Pemerintahan
Caerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 MNomar
&0 Tambahan Lernbaran Negara Mormor 3839);

Peraturan Pemerintah Momor 71 Tahun 1991 tentang Latibian
¥erja { Lembaran Megara RI Tahun 1997 MNomor 99
tambahan Leribaran Megara Momar 3458),;

Peraturan Pemeintah  Momor 2% Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenagan Propinst schagal Dagrah
Cronom {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2000 Mamor
54, tambahan Lembar Megara bomor 39523



7 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim fomor 16 T
J000 tentang Kewenangan Pernerintah Kabupaten Muara Enirm

( Lembaran Caerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Momor
26},

T B

& Peraiuran Daerah Kabupaten Muara Enim  Bomor 19  Tanun
2000 tentang Pembentukan Crganisasi dan Tata Kera Dinas
Daerah Kabupaten Muara Enim. (Lembaran Daerah Kebupaten
Muara Enirm Tahun 2000 Nomar 33);

9 Pergturan Daerah Kabupaten Muara Enim MNomar 24 Tahun
2001 tentang Perizinan  Ketenagakerjaan Lembaran Daerah
Kahupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 803.

MEMUTUS KA N:

Menctapkan : KEPUTUSAN EUPATI TENTANG TATA CARA PERIZINAN

LEMBAGA-LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA DAN
IZIN PELATIHAN KERJA OLEH PERUSAHAAN DALAM
KABUPATEN MUARA ENIM. '

BAE I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

£ P

Dacrah adalzh Kabupaten Muara Enim

Pamerintah Dazrah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Bunati adalah Bupati Muara Enim.

Dinas Tenaga Kerja der Transmigrasi adalah Dinas Tenaga- Keria dan
Transmgirasi Kabupaten Muara Enirn.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Muara Enim.

Lembaga ada'ah lembaga-lembaga yang melaksanakan pelatihan  keterampilan
kena swasta dan  pelatihan keterampilan  kerla  yang dilaksanakan cleh
Perusahaan.

Perusahaan adalah Orang atau Badan Hukum yang menjalankan Perusahaan itu
cendirt atau Millk Orang lain stau mewakili orang atau Badan yang herkedudukan di
dalam Kabupaten Muara Emim, yang memperkerjakan satu orang atau lehih Tenaga
Kerja dengan mainbayar Upah,

. Pelatinan keterampilan xerja adalah kegiatan untuk  memberikan, memperalen,

mamingkatkan  serta  mengembangkan keterampilan  kerja  datam kejuruan
tartentu.

Izin Pelatihan Keterampilan Kerja adalab izin untuk melakukan kegiatan Dods

lembaga pelatihan keterampilan kerja swasla dan pelatinan keterampiian kons
vang dilaksanakan cleh Perusahaan.



BAB II
PERIZINAN

Pasal 2

(1). Setiap Lembaga Panyelenggaraan Sursus dan Pelatihan Keterampilan Kerja Swasia
harus mendapat Tzin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2). Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 2 {Dua) Tahun dan da_pai

diperpajang kembali dengan waktu yang sama tanpa melampirkan Syarat-syarat
sehagaimana Pengajuan Izin Pertama Kali.

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 3

Permohonan  izin  Lembage-lembaga Pelatinan Kems Swasta dan [2in Prelatihan
Kerja oleh Peruzahaan dalam kabupaten Muara Enim diajul-;a_n SECara _t::rL_uIiﬁ dan
bermeterai cukup kepada Bupati melalui  Kepals Dinas  Tenags  Kerjd I'JEEI‘!
Transmigrasi  Kabupaten Muara  Enim, dengan melampirkan persyaratan cebagai
perikut :

Photo Copy akte Pendirian Perusahaan.

Phato Copy KTF.

Daftar Riwayat Hidup.

Photo Copy ljazah Terakher dan Sertifikat Keterampilan.
Struktur Craganisasi dan jumlah Pegawai,

Izin Usaha

Map Shethekter.
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BAB IV
KEWAJI/BAN PEMEGANG IZIN

Pasal 4

(1). Pemegang 1zin Palatihan diwaiibkan melaporkan Kegiatannya setiap 1 {Satu’ bulan
sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transrmigrasi,

(2). Laporan sebagaimans dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan |
a. Jumiah Peseria Pelatihan
b. Jumlak Instukiur Keterampilan.
Fasal &

Biaya yang timbul akibat Pengurusen Perizinan dibebankan Xepada Peyelenggara
Pelatihan.



BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

n Pemberian Perzinan Lembaga-

Fembinazn dan pengavwasan terhadap pelaksanaa
1epysanaan dalam

lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Izin Pelatihan Kerja ocleh |
Kabupaten Muara Enim dilakukar aleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Keputusan ini mulai Ferlakl paca tanggal diundangkan.

Agar setiap orand mengeatahuinya, memenntahkan Pengundangan Kepuiusan ini dengan
Penempatantya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada Tanggal 3 reiwueo: 2003

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
Pada Targgal © 3 Febeousri 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

‘_._,-"' e
MUHAMMAD AKIP YOENOES

LEMBAFRAN DAERAH £ABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2003 NOMOR © 2.01 5.



